BAB 11
PEMERIKSAAN DOKUMEN
Untuk menganalisis permasalahan hukum seperti yang telah
dikemukakan dalam Bab I, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya,
sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab, peraturan itu adalah
sebagai berikut:
1. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
Dan Indikasi Geografis
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum
acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
melakukan :
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang merek;
b. pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana di bidang merek;
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan

dengan tindak pidana di bidang merek;



d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat
barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
merek;

g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang merek;

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan
penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan
pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek; dan

i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya
tindak pidana di bidang merek.

(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil
dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk kelancaran penyidikan.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai
negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Dan Indikasi Geografis

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau

produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang

dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan

Indikasi Geografis

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal

102 merupakan delik aduan.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana
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atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

perbuatan.
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau



11

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.

9. Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena
hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
peristiwa pidana.

10. Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan
serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan
dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
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(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b
kepada penyidik.

11. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana,

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang,

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi
dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya
berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

12. Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi
ketentuan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan :

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
kepada penuntut umum.
13. Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu

atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

berwenang melakukan penahanan.
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(2) Untuk  kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan

penetapannya berwenang melakukan penahanan.



